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DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni mbang :
a.

Mengi
1.

bahwa untuk | ebi h neningkatkan dan nengenbangkan kapasitas
usaha Perusahaan Umum (Perun) DAWRI, perlu el akukan
penanbahan penyertaan nodal Negara ke dal am Perusahaan Unum
(Perum DAMRI;

bahwa kekayaan Negara berupa 30 (tiga puluh) unit kendaraan
bus ukuran sedang Mdtor Diesel 135 PS Tipe Isuzu EIf NKR 66
E/ C yang pengadaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Bel anja Negara Tahun Anggaran 2002, dapat ditetapkan sebaga
penanbahan penyertaan nodal Negara ke dal am nodal Perusahaan
Urum (Perum DAMRI

bahwa berdasarkan pertinbangan sebagai mana di naksud pada
huruf a dan huruf b, perlu nenetapkan Peraturan Penerintah
t ent ang Penanbahan Penyertaan Mdal Negara Republik | ndonesia
ke dal am Modal Perusahaan Unum ( Perun) DAMRI;

ngat :

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
| ndonesi a Tahun 1945;

Undang- Undang Nonor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nonor 47,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesi a Nonor 4286);
Undang- Undang Nonor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha M1k
Negara (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nonor
70, Tanbahan Lenbaran Negara Republik | ndonesia Nonor 4297);
Undang- Undang Nonor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nonor
5, Tanmbahan Lenbaran Negara Republik Indonesia Nonmor 4355);
Peraturan Penerintah Nonor 31 Tahun 2002 tentang Perusahaan
Urum (Perum) DAMRI (Lenbaran Negara Republik |ndonesia Tahun
2002 Nonor 56);

Peraturan Penerintah Nonor 41 Tahun 2003 tentang Pelinpahan
Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan pada
Per usahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Unum (Perun), dan
Per usahaan Jawat an (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha
M1lik Negara (Lenbaran Negara Republik |ndonesia Tahun 2003
Nonor 82, Tanmbahan Lenbaran Negara Republik | ndonesia

Nonor 4305);

Peraturan Penerintah Nonor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penyertaan dan Penat ausahaan Mdal Negara pada Badan Usaha
M1ik Negara dan Perseroan Terbatas (Lenbaran Negara Republik
| ndonesi a Tahun 2005 Nonor 116, Tanbahan Lenbaran Negara
Nonor 4555);



MEMUTUSKAN :

Menet apkan :
PERATURAN PEMERI NTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
REPUBLI K | NDONESI A KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM ( PERUM) DAMRI

Pasal 1

Negara Republ ik I ndonesi a nel akukan penanbahan penyertaan nodal ke
dal am Perusahaan Unum (Perun) DAVRI, yang didirikan berdasarkan
Peraturan Penerintah Nonor 30 Tahun 1982 dan dil anjutkan
berdirinya dengan neneruskan usaha-usahanya sesuai dengan
ket entuan Peraturan Pemerintah Nonor 31 Tahun 2002.

Pasal 2

(1) Penanbahan penyertaan nodal Negara sebagai mana di naksud dal am
Pasal 1 berupa 30 (tiga puluh) unit kendaraan bus ukuran
sedang Motor Diesel 135 PS Tipe Isuzu EIf NKR 66 E/ C, yang
pengadaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Bel anja
Negara Tahun Anggaran 2002.

(2) N lai penanbahan penyertaan nodal Negara sebagai mana di maksud
pada ayat (1) seluruhnya sebanyak Rp.5.385.000.000,00 (linma
mliar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Pasal 3

Pel aksanaan penanbahan penyertaan nodal Negara sebagai mana
di maksud dal am Pasal 1 dil akukan nenurut ketentuan Undang-undang
Nonor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha MIik Negara, Peraturan
Penerintah Nonmor 41 Tahun 2003 tentang Pelinpahan Kedudukan
Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan
(Persero), Perusahaan Unum (Perum, dan Perusahaan Jawatan
(Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha MI1ik Negara, dan
Peraturan Penerintah Nonmor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penyertaan dan Penatausahaan Mdal Negara Pada Badan Usaha MIik
Negara dan Perseroan Terbatas serta peraturan perundang-undangan
| ai nnya yang berl aku.

Pasal 4

Ketentuan | ebih [anjut yang diperlukan bagi pel aksanaan Perat uran
Penerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Negara
Badan Usaha MIlik Negara baik secara bersama-sama atau sendiri-
sendiri sesuai dengan I|ingkup bidang tugas dan kewenangannya
masi ng- masi ng.

Pasal 5
Peraturan Penerintah ini nulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang nengetahui, nenerintahkan pengundangan Perat uran
Penerintah ini dengan penenpat annya dal am Lenbaran Negara Republ ik



| ndonesi a.
D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2006
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
ttd.
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D undangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2006
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ttd.
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